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ABSTRACT

The industrial sector made a significant contribution to West Java’s economy,
accounting for the largest share 41,39% of its Regional Gross Domestic Product
(RGDP) in 2024. However, industrial development has triggered an increased
demand for agricultural land, which is vital for maintaining national food security.
As part of efforts to protect agricultural land, the government has designated
Protected Rice Fields (LSD). This situation has implications for the conversion of
LSD. Meanwhile, LSD cannot be converted unless a Recommendation for Land Use
Change is obtained from the Minister. This study aims to : (1) determine the impact
of industrial development on the conversion of LSD from 2021 - 2025; and (2)
examine the implementation of the Land Use Change Recommendation policy
regarding LSD conversion in Pabedilan Subdistrict and Ciledug Subdistrict.

The research method used in this study is a mixed-methods approach. Data
collection techniques included satellite image interpretation, field observations,
interviews, and document analysis. The analytical techniques employed in this
study were quantitative descriptive analysis with a spatial approach and qualitative
descriptive analysis with an empirical-legal approach.

The research results indicate that industrial development has implications for
the conversion of LSD. Massive land conversion for industrial and residential
development has occurred using LSD. The analysis results show that the area of
industrial land within the LSD increased by 32,69 hectares, and the area of
residential land increased by 31,52 hectares. Such land-use conversion can only be
carried out through the issuance of a Land Use Change Recommendation (RPPT).
The policy for issuing land use change recommendations in the context of LSD land
use conversion has been implemented in accordance with the provisions of
Ministerial Regulation ATR/BPN No. 2 of 2024.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sektor industri merupakan salah satu sektor potensi yang berperan penting

dalam pertumbuhan ekonomi (Veriyanto & Yasin, 2023). Sektor — sektor
industri kecil hingga industri besar mulai muncul di berbagai daerah yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang dapat dilihat
berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (Dewandaru et al., 2022).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) sektor industri pengolahan
atau manufaktur memberikan kontribusi sebesar Rp741.041,45 miliar dalam
PDRB, di mana industri pengolahan memiliki persentase peranan terbesar yakni
41,39% terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2024. PDRB memiliki peran penting
dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan sektor industri merupakan
pendorong utama dalam nilai PDRB. Selain itu, sektor industri berkontribusi
dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan
menciptakan kesejahteraan masyarakat (Pane et al., 2024).

Pembangunan industri di satu sisi mampu memberikan kontribusi dalam
pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain pembangunan industri menjadi salah
satu faktor pemicu yang kuat (driving forces) dalam perubahan penggunaan
tanah (Utami et al., 2024). Peningkatan pembangunan industri menuntut
ketersediaan lahan, sehingga memicu peningkatan luas lahan terbangun dengan
mengubah lahan pertanian yang menyebabkan tekanan terhadap lahan
pertanian (Muslim et al., 2023). Harga lahan pertanian yang relatif lebih rendah
dibandingkan dengan lahan non-pertanian menyebabkan lahan tersebut
dijadikan lokasi pembangunan, yang pada akhirnya memicu terjadinya alih
fungsi lahan pertanian menjadi non - pertanian (Wibawa & Widiatedja, 2025).

Lahan pertanian merupakan aset abadi yang harus dilindungi untuk menjaga

ketersediaan padi untuk mendukung ketahanan pangan (Wulandari, 2023).



Sebagai upaya untuk melakukan perlindungan tersebut, pemerintah menetapkan
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Sawah serta Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang
kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2026 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Salah satu tujuan regulasi tersebut
adalah mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi dalam
rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung
kebutuhan pangan nasional. Upaya perlindungan ini juga diatur melalui
Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 tentang
Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi. Pada tahun 2021, pemerintah
menetapkan Peta LSD pada 8 provinsi meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa
Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten
Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan LSD pada 8 Provinsi
tersebut, upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah masih belum optimal
untuk menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian. Kondisi dipengaruhi oleh
ketidaksesuaian antara penetapan lokasi LSD dengan rencana tata ruang dan
terdapat beberapa kondisi di mana terdapat bangunan yang ditetapkan sebagai
LSD (Purwandari, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian
penetapan LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antar peraturan, pelaksanaan tahapan
penetapan LSD yang belum optimal, serta kepentingan pemerintah daerah yang
belum tertampung dengan baik (Rosit, 2024).

Upaya pembangunan industri dan problematika terkait perlindungan lahan
pertanian juga terjadi di Kabupaten Cirebon (Kodir, 2021). Kabupaten Cirebon
merupakan salah satu pusat pengembangan industri sebagaimana dalam
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan
Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Kawasan Rebana
merupakan kawasan metropolitan meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten

Kuningan dan Kabupaten Majalengka dengan fokus pengembangan dan



pembangunan industri di bagian timur — utara Jawa Barat. Kota inti dalam
Kawasan Rebana adalah Kota Cirebon yang memiliki kedudukan sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) termasuk Kabupaten Cirebon di dalamnya, selain itu
Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan
industri Kawasan Rebana. Kabupaten Cirebon memiliki lokasi yang strategis
dan memiliki akses transportasi yang cukup lengkap mulai dari stasiun kereta
api, pelabuhan, jalan nasional pantai utara (Pantura) dan memiliki pintu tol yang
menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini memicu
pembangunan industri di Kabupaten Cirebon guna meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah, pembangunan industri tersebut merupakan perusahan —
perusahaan industri yang sebelumnya berdiri di daerah Karawang dan
Tangerang (Anugerah, 2024). Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah
daerah melalui arahan fungsi kawasan peruntukan industri pada Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - 2044.

Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Cirebon adalah 4.988
hektare, hal ini didasarkan pada Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon
Tahun 2024-2044. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mendukung
pembangunan industri di wilayah Kabupaten Cirebon. Jumlah perusahaan
industri di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
Pada tahun 2021 jumlah perusahaan menurut komoditi industri unggulan di
Kabupaten Cirebon sebanyak 5.583 industri dan tahun 2024 mengalami
peningkatan menjadi 6.165 industri. Hal ini diketahui berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS, 2025) sebagaimana gambar 1.



Jumlah Perusahaan Menurut Komoditi Industri Unggulan

6,400

6,200

6,000 5,812
5,800
5,600
5,400
5,200

6,165
5,959

2021 2022 2023 2024

—e—Jumlah Perusahaan Menurut Komoditi Industri Unggulan

Gambar 1. Grafik Jumlah Perusahaan Menurut Komoditi Industri Unggulan
Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024
Sumber : Data BPS, 2025

Pembangunan industri memicu perubahan penggunaan tanah baik untuk
aktivitas industri itu sendiri maupun aktivitas pendukung lainnya. Perubahan
penggunaan tanah terjadi terutama pada lahan pertanian di mana luasan lahan
pertanian di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan. Dalam hal ini, luas
tanam padi pada lahan sawah mengalami penurunan dari waktu ke waktu,
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), di mana pada tahun
2021 jumlah luas tanam padi di Kabupaten Cirebon sebanyak 92.539 hektare
dan 91.395 hektare pada tahun 2024.

Penurunan luas lahan pertanian mempengaruhi penurunan jumlah produksi
padi yang memiliki peran penting dalam memastikan ketahanan pangan
(Kusuma et al., 2023). Penurunan luas lahan pertanian mengakibatkan
penurunan jumlah produksi padi di Kabupaten Cirebon. Hal ini diketahui
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2025) jumlah produksi padi tahun
2021 di Kabupaten Cirebon adalah 703.044 ton dan mengalami penurunan
menjadi 683.880 ton pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam gambar
2.
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Gambar 2. Grafik Jumlah Produksi Padi (Ton) Kabupaten Cirebon 2021-2024
Sumber : Data BPS, 2025

Selain pembangunan industri yang meningkat diiringi dengan penurunan luas
lahan pertanian, terdapat Kawasan Peruntukan Industri dalam RTRW yang
bertampalan dengan LSD di Kabupaten Cirebon. Luas LSD yang ditetapkan di
Kabupaten Cirebon sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor
1589/SK-HK.02.01/X11/2021 adalah 52.236,44 hektare. Berdasarkan hasil
analisis overlay antara Peta LSD dengan Peta RTRW Kabupaten Cirebon
menunjukkan bahwa kecamatan dengan tingkat ketidaksesuaian tertinggi antara
Kawasan Peruntukan Industri dan LSD adalah Kecamatan Pabedilan dan
Kecamatan Ciledug. Persentase ketidaksesuaian antara LSD dan Kawasan
Peruntukan Industri di Kecamatan Pabedilan mencapai 74% dengan luas
Kawasan Peruntukan Industri sebesar 561,15 hektare dan 418,99 hektare berada
dalam LSD. Selain itu, persentase ketidaksesuaian antara LSD dan Kawasan
Peruntukan Industri di Kecamatan Ciledug mencapai 72% dengan luas Kawasan
Peruntukan Industri sebesar 277,17 hektare dan 202,27 hektare diantaranya
berada dalam LSD. Sehingga lokasi yang bertampalan berpotensi dijadikan
lahan pembangunan industri meskipun termasuk dalam LSD, sehingga
mendorong terjadinya alih fungsi LSD dan berdampak pada berkurangnya
luasan LSD di wilayah tersebut.

Alih fungsi pada LSD hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan

rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri. Ketentuan tersebut



diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data
Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan
Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah
yang Dilindungi. Lahan sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang
Dilindungi  namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan
kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang tidak
dapat dialihfungsikan sebelum mendapat Rekomendasi Perubahan Penggunaan
Tanah (RPPT) dari Menteri.

Alih fungsi LSD dapat menyebabkan penurunan luas lahan petanian yang
memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional (Alhakim &
Ramli, 2025). Meskipun telah dilakukan analisis dampak pembangunan industri
terhadap lingkungan (Lestari & Kurniati, 2020), kajian hukum empiris
mengenai implementasi kebijakan RPPT dalam alih fungsi LSD perlu
dilakukan, khususnya di Kecamatan Ciledug dan Pabedilan. Kajian ini
diperlukan dalam rangka pengendalian alih fungsi LSD guna menjaga

ketahanan pangan dengan penggabungan analisis spasial dan hukum empiris.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dampak pembangunan industri terhadap alih fungsi LSD pada

tahun 2021-2025 di Kecamatan Pabedilan dan Ciledug?

2. Bagaimana implementasi kebijakan Rekomendasi Perubahan Penggunaan
Tanah dalam alih fungsi LSD di Kecamatan Pabedilan dan Kecamatan
Ciledug?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana di atas, penelitian
ini memiliki tujuan yaitu:
a. Mengetahui dampak pembangunan industri terhadap alih fungsi LSD
pada tahun 2021-2025 di Kecamatan Pabedilan dan Ciledug.



b. Mengetahui implementasi kebijakan Rekomendasi Perubahan
Penggunaan Tanah dalam alih fungsi LSD di Kecamatan Pabedilan dan
Kecamatan Ciledug.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1) Menambah pemahaman dan literatur di bidang pertanahan,
khususnya terkait pembangunan industri yang mempengaruhi alih
fungsi lahan pertanian terutama lahan sawah yang telah ditetapkan
sebagai LSD.

2) Menambah kajian literatur terkait implementasi kebijakan
mengenai bagaimana kebijakan perlindungan lahan pertanian
khususnya pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah
terhadap alih fungsi LSD.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait
pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui mekanisme pemberian
rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi
bahan evaluasi dalam perencanaan tata ruang.Terutama dalam
perencanaan peruntukan ruang yang terintegrasi dengan LSD sehingga
mampu menekan dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan
keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lahan pertanian
yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan

nasional.



D. Batasan Penelitian
Penelitian ini diberikan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dampak pembangunan industri terhadap alih fungsi LSD dibatasi
pada penggunaan tanah tahun 2021 yakni sejak penetapan Peta LSD sampai
tahun 2025 pada Kecamatan Pabedilan dan Ciledug hasil interpretasi citra
satelit SPOT 6 dan Planet Scope.

2. Analisis dampak pembangunan industri di Kecamatan Pabedilan dan
Ciledug dibatasi pada dampak pada perubahan penggunaan tanah.

3. Analisis implementasi kebijakan RPPT dibatasi pada hasil wawancara
dengan informan yang dilakukan analisis terhadap ketentuan dalam
Peratutran Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pabedilan dan Ciledug

Kabupaten Cirebon pada Tahun 2021 — 2025, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pembangunan industri pada lokasi penelitian berimplikasi terhadap
penurunan luas LSD. Pada Tahun 2021 — 2025 luas penggunaan tanah untuk
industri mengalami peningkatan seluas 82.321 hektare. Alih fungsi tersebut
diantaranya terjadi di atas LSD seluas 32,69 hektar. Pembangunan industri
di lokasi penelitian belum sepenuhnya menghindari area LSD. Pada
akhirnya, pembangunan industri mempengaruhi keberadaan serta
keberlanjutan LSD. Pembangunan industri tidak hanya mengakibatkan alih
fungsi LSD pada lokasi dibangunnya industri, namun juga memicu
terjadinya alih fungsi LSD pada wilayah sekitarnya. Pembangunan industri
tersebut  diiringi dengan peningkatan pembangunan perumahan,
permukiman dan perdagangan dan jasa. Di mana luasan perumahan pada
LSD meningkat 31,528 hektare.

2. Kebijakan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah dalam alih fungsi
LSD telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024. Kebijakan ini membuka celah
terjadinya alih fungsi LSD sehingga pemerintah memperkuat pengendalian
alih fungsi lahan sawah dengan memberlakukan moratorium dalam
pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Moratorium tersebut
diberlakukan ketika luasan penetapan KP2B/LP2B di daerah belum
mencapai 87% dari total luasan LBS. Kebijakan ini memperkuat
perlindungan lahan pertanian terutama pada lahan yang telah ditetapkan
sebagai LSD.
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B. Rekomendasi
1. Penelitian ini memberikan rekomendasi Kementerian ATR/BPN, sebagai

berikut:

a. Proses verifikasi lahan sawah dalam penetapan Lahan Sawah yang
Dilindungi dilakukan melalui interpretasi citra satelit resolusi tinggi
yang terbaru disertai dengan peninjauan lapang bersama pemerintah
daerah sehingga pemutakhiran data LSD dapat mencerminkan kondisi
di lapangan dan sesuai dengan tujuan penetapan LSD.

b. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam penetapan LSD dan
melakukan penguatan koordinasi agar kepentingan daerah dan nasional
dapat berjalan tanpa merugikan kepentingan lainnya dan tidak
menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

2. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Cirebon untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian dengan penetapan
kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan persentase luas 87%
dari total LBS di Kabupaten Cirebon.

3. Pembangunan industri berdampak terhadap masifnya alih fungsi LSD.
Penelitian ini menganalisis dampak pembangunan industri terhadap alih
fungsi LSD. Penelitian terkait analisis dampak pembangunan industri
terhadap kondisi ekonomi dan ketahanan pangan secara detail belum
dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut memungkinkan dapat
memberikan analisis dampak pembangunan industri secara komprehensif.

4. Penelitian ini sejalan dengan teori faktor pemicu perubahan penggunaan
tanah yang bersifat tidak langsung yakni faktor ekonomi dan kebijakan.
Terdapat faktor perubahan penggunaan tanah yang bersifat tidak langsung
seperti pembangunan infrastruktur, bencana dan perang. Penelitian pada
masa mendatang dapat dilakukan dengan menggunakan faktor tidak

langsung yang mempengaruhi perubahan penggunaan tanah.
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